BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Menimbang

Mengingat

DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan

1.

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,
perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan
Bupati Karimun tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Tahun 2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53  Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telahdiubahbeberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan  Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07/2015
Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36);
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23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Tahun 2020
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN 2020

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2019

tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020

(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 63), diubah sebagai

berikut:

1.

(1)

@)

3)

(4)

©)

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan dana desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran

dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.

Pemotongan dana desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari

Bupati.

Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

selama 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. Tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
sebesar 40% (empat puluh persen);

b. Tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. Tahap Ill paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa

berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. Tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. Tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
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(6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa

(1)

2

hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dalam Indeks Desa.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19

Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati,
dengan ketentuan :
a. Tahap | berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian dana desa setiap desa;

2. Peraturan desa mengenai APBDes; dan

3. Surat kuasa pemindah bukuan dana desa.

b. Tahap Il berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa
tahun anggaran sebelumnya; dan

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa
tahap | menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

c. Tahap Il berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa
sampai dengan tahap Il menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati,
dengan ketentuan :
a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan

rincian dana desa setiap desa;
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2. Peraturan desa mengenai APBDes; dan
3. Surat kuasa pemindah bukuan dana desa.
b. Tahap Il berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa
tahap | menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
dan

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran sebelumnya.

Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
tahap | pertama Kkali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dan ayat (2
huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani
oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy)
dan/atau dokumen elektronik (sofcopy).

Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah

melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jeneral Perbendaharaan.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala desa menyampaikan dokumen

persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
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a. Persyaratan pencairan DD Tahap | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1) huruf a sebesar 40 % (empat puluh persen) adalah:

1.
2.

o o~ w

surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;

Peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;

peraturan Desa tentang RKP Desa,;

peraturan Desa tentang APBDesa;

peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDes;

laporan realisasi DD tahun sebelumnya dan pelaporan DD
berdasarkan aplikasi siskeudes;

surat pemyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak
tahun sebelumnya diketahui oleh Camat;

Menyetorkan silpa tahun 2019 dengan melampirkan Fotocopy

rekening Koran bulan januari tahun 2020; dan

9. Bagi desa yang ada penyertaan modal BUMDes harus menyertakan
proposal BUMDes dan analisa kelayakan unit usaha yang disetujui
kepala desa.

b. Persyaratan pencairan DD Tahap Il sebesar 40 % (empat puluh persen)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah:

1. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun
anggaran sebelumnya;

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap |
menunjukan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menujukan
paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen) dengan melampirkan
photo cetak perkegiatan; dan

4. Surat pemyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak
tahap I.

c. Persyaratan pencairan DD Tahap Il sebesar 20 % (dua puluh persen)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c adalah:

1.
2.

surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap Il
menunjukan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh persen) dan rata rata capaian keluaran
menujukan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dengan

melampirkan photo cetak perkegiatan
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3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
4. Surat pemyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak

tahap II.

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 20A,

pasal 20B dan Pasal 20C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Dana Desa sampai dengan berakhimya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 20B

Pemotongan Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan Surat
Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan
Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran
Dana Desa.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan

nonanggaran.

Pasal 20C

Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20B ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa.

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.
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Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada
tanggal yang sama menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar.

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN
dan Bupati.

Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah
Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diantara BAB IX dan BAB X ditambah I(satu) BAB, yakni BAB IXA, dan
diantara Pasal 45 dan pasal 46 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45A

Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun
Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD dengan Bupati kota
paling lambat akhir bulan juni 2020.

Kepala Desa menyetor kumulatif sisa dana Desa Tahun anggaran 2015
sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD
paling lambat akhir bulan juli 2020.

Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana di maksud pada
ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan
2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
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(4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil
rekonsiliasi dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan
oktober 2020.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Januari 2020

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRET. ERAH KABUPATEN KARIMUN

MUM). FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 5



